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KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
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SURAT EDARAN

NoMOR: /SE/SJ/2023
TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK TERPADU

A. Umum

Sebagai upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan publik Terpadu
sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, mewujudkan kepastian hak
dan kewajiban berbagai pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan,
menjamin dan meningkatkan kualitas pelayan publik yang disiplin serta mencegah
terjadinya potensi perbuatan yang dapat mengarah pada pelanggaran disiplin dan
pelanggaran hukum, setiap penyelenggara pelayanan publik terpadu wajib menetapkan
standar pelayanan publik terpadu;

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat perlu menggiatkan
penerapan nilai pelayanan publik terpadu sesuai dengan asas-asas umum
pemerintahan yang baik sehingga dapat memberi perlindungan bagi setiap masyarakat
dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik terpadu.
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Surat Edaran Sekretaris
Jenderal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Standar pelayanan pubtik
Terpadu di Kementerian pekerjaan Umum dan perumahan Ralryat.

B. Dasar Pembentukan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Und.ang-Undang
Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik (Lcmbar Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 215);

2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2o1g Nomor 1g2);
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Kepala Biro Komunikasi Publik;

Plt. Kepala Biro Hukum;
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KEPUTUSAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA

NoMoR: lKPrSlPPIDl2o23
TENTANG

.PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
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bahwa b€rdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan
Pemerintah Nomor 6l Tahun 20lO tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor l4 Tahun 2OO8 tentang Keterbukaan Informasi
Publik, perlu dilakukan pengujian konsekuensi secara seksama
dan p€nuh ketebtian sebelum sustu informasi ditetapkan sebagai
informasi yang dikecualikan;
bahwa untuk melrksanakan kctenruan Pasal 4 ayat 12) huruf a
Peraturan Komisi lnformasi Pusat Nomor I Tahun 2Ol7 tentang
Pengklasilikasian lnformasi Publik, perlu membuat Daftar
Informasi yang Dikccuatikan di lcmenterian Pckerjaan Umum dan
Perumahan Ralyat:
bahwa dalam rangka pemutakhiran, [,ampiran Keputusan Pejabat
Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama Nomor:
02/KPTS/ PPID/2O2 t tentang Daftar lnformasi yang Dikecualikan
di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat perlu
diperbaharui;
bahwa berdasarkan pcrtimbangan sebagaimana dimalsud datam
huruf a, huruf b, dan huruf c, p€rlu menetapkan Keputusan
Pejabat Pengelola lnformasi Dan Dokumentasi Utama tentang
Pemutakhiran Daftar tnformasi Yang Dikecualikan Kcmenterian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralg/ar Tahun 2022;

Peraturan Pemerintah Nomor 6l Tahun 2OlO tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO8 tcntang lcterbukaan
Informasi Publik (Lmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 99
Tahun 2010, Tambahan kmbaran Negara Repubtik lndonesia
Nomor 5l49);
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